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1. Undanq-Uutanq Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
.Kepeqawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang­
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nemer 169,
Tarnbahan L;mbaran Negara Nemer 3890);

2. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Sersih dan Bebas dari Korupsi,
Kelusi dan Nepotisme (Lembaran Negma Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nemer 125,
Tambahan Lembaran Negara Nemer 4437) jo. Undang­
Undang Nemor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undan~ ~omer 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbanan
Lembaran Negara Nomer 4548):

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lerrrbaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Und:3ng Nomer 12 Tahun 2007 tentang Pembentukar,
Kabupaten Sandung Sarat di Provinsi Jawa Sarat (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nemer 12, Tambahan Lembaran Negara
Nemor 4688);

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2007 tentanq Pembentukan Kabupaten Bandung Barat
di Provinsi Jawa Sarat, perlu dibentuk Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kubupaten Sandung Sarat;

b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat
sebagairnana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan
Peraturan Supati Bandung Sarat;

BUPATI BANDUNG BARAT,

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mengingat

Menimbang
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7.

6.

5.

3.

4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
Dewan Perwakil:..rn Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung Barat.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
Barat yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan
Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
B 3ndung Barat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Anggota DPRD adalan anggota Dewan Perwakltan Rakyat
Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Da~rah yang selanjutnya
disebut Sekr€tariat DPRD adalah Sekretanat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Sekretaris Dewan Perv'Iakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Ra~yat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

2.

I)asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

BABI

KETENTUAN UMUM

SEKRETARtAT DEWAN
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI TENTANG
RAKY1\T DAERAH

PERATURAN
PERWAKtLAN
BARAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1\, ernperhaukan . 1. Sural lV1enteri Dalam Negeri Nomor 061/180S/SJ lal199al 6
Agustus 2007 perihal Perseiujuan Pembentukan Pcrangkat
Daerah Kabupaten Bandung Barat;

2. Surat GJbernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/0rg tanggat 18
September 2007 perihat Rekomendasi terhadap Usutan tentang
Pernbentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

6. Perati.rar, Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagicn Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pernerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Peranqkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

....
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(3)

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara
teknis opel asional berada di bawah dan bert~nggung. jawa~
kepada Pimpinan DPRD da~ seca.ra teknl~ administratif
bertanggung jawab kepnda Bups.timelalui Sekretans Daerah.
Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, ~endukung
pelaksanaan tUg:;lS dan fungsi DPR~, dan rnenyediakan s~rt~
mengkoordinas}.~n tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuat
dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d!maksud pada ayat (3),
Sekretariat DPRD menyelenggarakan funqsi :

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraon adrninistrasi keuangan DPRD;

c. penyelenggal aan rapat DPRD; dan

(1)

(2)

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

kewajiban daerah
sendiri urusan

setempat sesuai

Otonomi Daera'i adalah hak, wewenang, dan
otonom untuk mengatur dan mengurus
pemerintahan dan kepentingan masyarakat

'. dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah. adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Repub.ik l-ioonesia.Daerab adalah Kabupaten Bandung Barat.

13.

12.

11.

Ter.aga Ahli adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli
yang .bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan
Iunqsinya,

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
t~n.grlung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri
sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
ti.qasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
snrta mandiri.

Pemer.intahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemenntahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas perr.bantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarig Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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(2)

Pasal6
Sekretaris DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD dapat
menyediakan tenaga ahli yang membantu DPRD. dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.
Tenaga ahli diangkat dengan sistem kontrak untuk periode waktu
tertentu yang pengadaan dan pengangkatannya disesuaikan
dengan kebutuhan alat-alat kelengkapan DPRD.

(1)

BAB VI

TENAGA AHLI

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal5

(1) Staf Sekretariat DPRD adalah Pegawai Negeri Sipi!.

(2) Promosi, mutasi dan rotasi staf eli lingkungan Sekretariat DPRD
didasarkan atas jenjang kepc..ngkatan, prestasi kerja dan
kernarnpuan staf.

(3) Promosi, mutasi dan rotasi staf untuk jabatan struktural di
lingkungan Sekretariat DPRD diusulkan oleh Sekretaris DPRD
kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal4

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
1. Sekretaris;

2. Bagian Risalah dan Persidangan, Tlembawahkan :

a) Subbagian Persidangan;

b) Subbagian Perundang-undangan.
3. Bagian Keuangan, membawahkan :

a) Subbagian AnggarC'n dan Perbendaharaan;

b) Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.
4. Sagian Umum, membawahkan :

a) Subbagian Humas dan Protokol;

b) Subbaqian Tata Usaha dan Kepegawaian.

(2) Bagan Struktr.r Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
terc~ntum dalarn Lampiran rnerupakan ' bagian yang tidak
terptsahkan dari Peraturan Bupati ini.

d. pelnhyediaandan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
o e DPRD.

-4 -



BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal8

Organisasi Sekretariat OP~O sebagaimana dimaksuc dalam Peratu~an
Bupati ini, ditinjau karnbali selambat-Iambatnya 1 (satu) tahun sejak
terbentuknya OPRO, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembiayaan Sekretariat DPRO sebelum ditetapkannya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) Kabupaten Bandu:ag Barat,
dibebankan pada APBO Kabupaten Bandunq dan APBO Provinsi Jawa
Barat, sest.ai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

(1) Oalarn melaksan akan tugas dan tungsinya, Sekretaris, Kepala
Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Funqsionat
menerapkan p"insip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Oaerah serta instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.

(2) Setiap pemimpin satua t organisasi mengikuti dan mematuhi
retunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta
menyarnpaikan Ii':poran berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporar. .:Yang diterima oleh pernirnpln satuan organisasi
dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut. .

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

BABV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Kelompok Jabatar­
Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjanq jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Sctiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga tungsional 'senior
yang diangkat oleh Bupati.

(4) Jenis, jenjanq dan jumlah jabatan tungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan can beban kerja, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

Oitetapkan di Ngamprah
pada langgal 19 Se pt ember 20J7

BAS IX
KETENTIJAN PENUTUP

Pasal10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
mei1genai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
sesuai ketentuan peraturan perundanq-undanqan

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Supati ini cencan penempatannya dalarn
Serita Daerah Kabupaten Sandung Sarat.

Pasal9

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Sekretariat ['PRO diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri.



C/)

0::«
f­
W
0:::
~w
CI)

CI)«
C/)

Zo«0::
(!)a_
0::0
01-
0::«::>­
f-O::~«
::Jf­o::W
f-O::
CI)~
ZW
«CI)

o«en


